BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR o7 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

Menimbang

Mengingat

C.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu
memberikan tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;

bahwa pemberian tunjangan Perumahan dimaksud ditetapkan berdasarkan
pertimbangan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga
yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin.

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);



10.

11,

12.

13.

14,

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Pimpinan dan Anggota DPRD;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERKRIRAN BUPATI TAPIN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Daerah adalah Kabupaten Tapin
Pemerintah Daerah adalah kepada daerah beserta perangkat daerah otonom
Tainnya sebagai Badan Ekskutif daerah Kabupaten Tapin
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tunjangan Perumahan adalah merupakan tunjangan kesejahteraan yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapin apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah
jabatan atau rumah dinas beseta kelengkapannya.
BAB II
BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan
sebesar :

a.

b.

Ketua Rp. 4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
perbulan

Wakil Ketua Rp. 4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
per bulan

Anggota Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
per bulan.
BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 3

Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang dibebankan DPA SKPD Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.



Pasal 4
Pembayaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2010
Pasal 5
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin yang
telah disediakan dan menempati rumah jabatan atau rumah dinas tidak diberikan
Tunjangan Perumahan, kecuali ditentukan lain karena rumah tersebut belum bisa
ditempati berhubung tidak layak pakai dan masih masa perbaikan.
BAB IV
PENUTU P
Pasal 6
(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tapin
Nomor 04 Tahun 2006 tanggal 14 Pebruari 2006 tentang Pemberian Tunjangan
Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya.
Memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tangg 3 Idei 2010

SUPATIT

IDIS URDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2010 NOMOR 07



	Page 1
	Page 2
	Page 3

